SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI

Menimbang :

Mengingat

SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka pembinaan
pegawai negeri sipil melalui penilaian kinerja berdasarkan
pada sistem prestasi dan sistem karir yang objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan perlu diberikan suatu
bentuk penghargaan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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eraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2021 Nomor 9);
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Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dehgan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor
61);

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 85);

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018 Nomor 24);

- Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan
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Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 30)

’

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi.
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Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi.

Sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya
disingkat JPT atau setara Eselon I dan II adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi atau setara Eselon III dan IV serta
Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Koordinator adalah pejabat fungsional yang memimpin
sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana
dalam melaksanakan tugas koordinasi penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan.

Sub-koordinator adalah pejabat fungsional yang membantu
koordinator dalam melaksanakan tugasnya.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan
dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah
suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan
kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi
kinerja.

Aplikasi Kinerja Aparatur Elektronik Jaringan Online yang
selanjutnya disingkat Karejo adalah suatu aplikasi berbasis
web dan android yang dapat digunakan dalam penyusunan
SKP, pengisian aktivitas kerja, instruksi khusus pimpinan
dan perilaku kerja scsuai dengan tahapan Sistem

Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
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- Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS

pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
PNS yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Instruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP
adalah perintah tertulis atau lisan serta pesan-pesan dari
Pimpinan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan.

Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS
dalam periode tertentu (tahunan) yang dinyatakan dengan
nilai kuantitatif sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kinerja Utama adalah langkah kerja untuk melaksanakan
tugas dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk
mencapai target kinerja tahunan organisasi dan
direncanakan secara sistematis sesuai hierarki organisasi.
Kinerja Tambahan adalah langkah kerja untuk
melaksanakan pekerjaan yang tidak selalu berkaitan
dengan tugas dan fungsi, dilakukan atas instruksi dan

perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan.

. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang
] g

dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas
atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
Development  Commitment adalah komitmen dalam
pengembangan diri pegawai.

Community Involvement adalah kesempatan untuk ikut scrta
dalam melayani masyarakat melalui kegiatan relawan /jasa
untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial di
sckitar berbagai isu, termasuk lingkungan, pendidikan,
kesehatan, pembangunan, dll.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Penilaian Perilaku Kerja adalah Penilaian review 360

terhadap perilaku kerja berdasarkan beberapa aspek.
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. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan ke

pada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat

TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil dan calon pegawai negeri sipil yang dibayarkan atas
kinerja.

Review 360 adalah penilaian atas tindakan keseharian
individu melalui pernyataan dari pihak lain di lingkungan
kerja masing-masing dengan pendekatan psikologis berupa
kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan
tertutup.

Presensi Online adalah sistem informasi yang berfungsi
mengelola dan menyajikan data disiplin kerja bagi PNS di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara
Online dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah,
sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung
pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.

Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah
formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat
fungsional dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi
oleh pengusul jabatan fungsional dalam penetapan angka
kredit.

Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan
identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku
kerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.

Ide Baru adalah kemampuan memunculkan ide/gagasan
dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas

kerja.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
SASARAN KINERJA PEGAWAI
Pasal 2

Setiap Pegawai menyusun rencana SKP di awal tahun dan/atau
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al masa jabatan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi

ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

(1)

i,

o

Pasal 3

Penyusunan rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berdasarkan :

a. perjanjian Kinerja;

b. SKP atasan langsung; dan

c. target organisasi/unit kerja

Penyusunan rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan memperhatikan :

a. Rencana Strategis (Renstra);

b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Instruksi Khusus Pimpinan (IKP);

O

d. Organisasi dan tata kerja (OTK);

e

tugas pokok dan fungsi (uraian jabatan); dan

=h

butir-butir kegiatan jabatan fungsional.

Pasal 4

Penyusunan rencana SKP scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara pengisian melalui
aplikasi karejo, mencakup :

a. Kinerja utama terdiri dari:

1. Rencana Kinerja ;
2. Indikator Kinerja; dan
3. Target Kinerja.

b. Kinerja tambahan, yaitu jenis kinerja yang mendorong
pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian
sasaran Kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok
jabatannya namun masih sesuai dengan
kompetensi/kapasitas pegawai yang bersangkutan
dengan Kkriteria sebagai berikut:

1. Development commitment merupakan komitmen dalam
meningkatkan pengetahuan/kompetensi/

keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan
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maupun orang lain. Contoh: mengikuti seminar,
mengajar melatih pada pendidikan dan pelatihan,
mengikuti pendidikan dan pelatihan dli;

2. Community involvement merupakan keikutsertaan
dalam kegiatan sosial baik di lingkungan instansi
maupun di luar lingkungan instansi. Community
involvement bertujuan agar setiap pegawai melibatkan
dirinya secara aktif dalam memberikan dampak positif
(value added) terhadap lingkungannya. Contoh:
keikutsertaan dalam satuan tugas pengendalian Covid-
19dl.,;

3. Di luar tugas pokok jabatan;

4. Kinerja tambahan dibedakan berdasarkan lingkup
penugasannya dan dibuktikan dengan surat
keputusan;

5. Kinerja tambahan memiliki indikator kinerja individu
dan target;

6. Disepakati dengan atasan langsung yang
bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola
kinerja/tim pengelola kinerja;

7. Terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
Rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 1 harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian (hasil
kerja) yang merupakan sasaran, inisiatif strategis, rencana
aksi dan instruksi khusus pimpinan bukan aktivitas maupun
kategori pekerjaan.

Penyusunan SKP bagi pegawai yang dipekerjakan /

diperbantukan/penugasan khusus dilakukan sesuai

ketentuan yang berlaku pada tempat dimana yang

bersangkutan bekerja.

Penyusunan SKP bagi pegawai yang cuti dibantu oleh atasan

langsung dan pejabat pengelola kepegawaian dengan

menunjuk pelaksana tugas.

Penyusunan SKP tidak berlaku bagi pegawai yang :

a. diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/anggota
lembaga nonstruktural;

b. diberhentikan sementara;
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c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

SKP dapat dilakukan perubahan apabila :

a. perubahan pemangku jabatan;

b. perubahan program, kegiatan, alokasi anggaran yang
mempengaruhi capaian tujuan dan sasaran;

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a maka SKP jabatan lama ditutup dan

selanjutnya melakukan penyusunan dan penetapan SKP

pada jabatan baru sesuai dengan TMT Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas dan/atau TMT Surat Pernyataan

Pelantikan.

Penyusunan rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja pegawai setelah di
reviu oleh Pengelola Kepegawaian Unit Kerja masing-masing.
Format reviu rencana SKP tercantum dalam Lampiran VIII
sampai dengan Lampiran X sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penetapan SKP bagi :

a. Pejabat pimpinan tinggi madya disetujui dan ditetapkan
oleh kepala daerah;

b. Pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui dan ditetapkan
oleh atasan langsung;

c. Pejabat administrasi disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung:



- 12 -

d. Pejabat fungsional disetujui dan ditetapkan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan pendapat dari tim
penilai angka kredit jabatan fungsional.

(2) Penetapan SKP setiap tahun paling lambat dilakukan pada
akhir bulan Januari tahun anggaran.

(3) Format penetapan SKP tercantum dalam Lampiran XI sampai
dengan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

—
[y
St

Perilaku Kerja dalam SKP, meliputi:

orientasi Pelayanan;

o P

komitmen;
c. inisiatif kerja;
d. kerjasama; dan
e. kepemimpinan;
(2) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIV scbagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a merupakan sikap dan perilaku kerja pegawai dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain
meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait

dan/atau instansi lain.

Pasal 9

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b merupakan kemauan dan kemampuan untuk
menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan
tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas
daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau

golongan.
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(2) Komitmen dapat berbentuk pelaksanaan IKP yang diberikan
oleh Gubernur kepada JPT dan/atau Kepala Perangkat
Daerah terkait langsung dan tidak langsung dengan tugas.

(3) JPT atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat memerintahkan Pejabat Administrator
dan  Pejabat Pengawas di lingkungannya  untuk
melaksanakan IKP begitu juga Pejabat Pengawas dapat
memerintahkan bawahannya.

(4) Pelaporan IKP dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang

ditentukan.
Pasal 10

Inisiatif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ merupakan kemauan dan kemampuan untuk melahirkan
ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan
untuk membantu rekan kerja, yang membutuhkan bantuan,
melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan
untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh
semangat dan antusiasme, termasuk didalamnya inovasi yang

dilakukan oleh pegawai.
Pasal 11

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d
merupakan kemauan dan kemampuan pegawai untuk
bekerjasama dengan rekan Kkerja, atasan, bawahan dalam unit
kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas
dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 12

1) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
p g
(1) huruf e merupakan kemauan dan kemampuan PNS untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain

yang berkaitan dengan bidang, tugasnya demi tercapainya
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tujuan organisasi. Kepemimpinan yang memiliki karakter
sebagai panutan (role model), penyemangat (motivator), dan
pemberdaya (enabler).

(2) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus
bagi PNS dalam JPT, Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas, dan PNS dalam jabatan fungsional yang
karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek

kepemimpinan.

BAB III
PELAKSANAAN KINERJA, PEMANTAUAN KINERJA,
DAN PEMBINAAN KINERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah SKP
ditetapkan.
(2) Pelaksanaan rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan dengan ketentuan :
a. pelaporan aktivitas kerja dan capaian kinerja pegawai
dilaksanakan sebagai berikut:
1. Aktivitas kerja dapat dilaporkan setiap hari atau paling
lama 3 (tiga) hari kalender setelah aktivitas dilakukan.
2. Target capaian kinerja tahunan dilaporkan setiap akhir
tahun;
b. pelaporan IKP dan tambahan lainnya paling lama

dilakukan pada hari terakhir bulan berjalan.

Pasal 14

Pelaporan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf a didokumentasikan setiap hari terhadap capaian
kinerja berupa produk atau output dari kinerja pada SKP disertai
dokumen utama dan dokumen pendukung lainnya yang

menggambarkan capaian kinerja.



(1)

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 15

Pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan oleh pejabat penilai kinerja dengan
memverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) paling lambat 3 (tiga) hari kalender pada bulan
berikutnya.

Pemantauan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengamati capaian kinerja melalui dokumentasi
kinerja yang terdapat dalam Karejo dan dapat juga disertai
dengan bimbingan kinerja.

Format Pemantauan Kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XV sampai dengan Lampiran XVI sebagai bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada
ayat (2) pejabat penilai kinerja sebagai atasan langsung
memberi penilaian setuju atau tidak setuju/menolak setiap
aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.

Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan,
pegawai bersama dengan pejabat penilai kinerja harus segera
mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta
dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan
tujuan sebagaimana direncanakan semula.

Dalam keadaan tertentu, batas waktu verifikasi laporan
aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diubah, dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada

Dalam rangka menjamin akuntabilitas Penilaian Kinerja

pegawai, dibentuk Tim Pengelola Kinerja PNS.

Tim Pengelola Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) mempunyai tugas untuk:

a. melakukan validasi rencana SKP yang telah reviu oleh
pengelola kepegawaian unit kerja sebelum ditetapkan oleh
Pejabat Penilai Kinerja;

b. melakukan validasi data yang diinput oleh pegawai;



- 16 -

hasil uji besaran rekapitulasi

P o

melakukan validas

O

produktivitas kerja dan disiplin kerja.

d. melakukan validasi terhadap kesesuaian laporan IKI.

e. meneruskan aktivitas kepada atasan pejabat penilai
kinerja untuk memverifikasinya.

Tim Pengelola Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengukuran
Pasal 16

Pegawai wajib melakukan pengukuran kinerjanya melalui

Karejo.

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap :

a. SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target
SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah
ditetapkan.

b. perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja
yang mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan
bawahan langsung.

Dalam pengukuran kinerja, Realisasi kinerja PNS dapat

melebihi target kinerja maka nilai capaian kinerja paling

tinggi pada angka 120 (seratus dua puluh).

Format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVII sampai dengan Lampiran XVIII sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 17

Untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dalam SKP diselenggarakan pembinaan kinerja
pegawai dalam bentuk bimbingan kinerja dan konseling

kinerja.
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Bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh atasan langsung PNS.

Format bimbingan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XIX sampai dengan lampiran
XXII.

Konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh konselor terhadap pegawai yang mempunyai
permasalahan perilaku kerja yang dapat mempengaruhi
pencapaian target kinerja.

Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan
atasan pejabat penilai kinerja.

Format konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII sampai
dengan Lampiran XXVIII sebagai bagian yang tidak

. ] o . . ..
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam suatu Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai.

Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penilaian:

a. SKP;

b. Instruksi Khusus Pimpinan

c. Perilaku Kerja; dan

d. Ide baru.

Format penilaian kinerja pegawai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIX sampai dengan Lampiran XXXII
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 19

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dilakukan melalui sistem daring dengan aplikasi Karejo.






